
SALINAN

 

  

 
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 
 

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN 
NOMOR  35  TAHUN 2024 

TENTANG 
RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN 

TAHUN 2024–2026 

 
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, 

 
 

Menimbang    : a.  bahwa dalam rangka mencapai Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan/Sustainable Development Goals di 

Kabupaten Hulu Sungai Selatan, perlu adanya rencana 

aksi daerah pembangunan berkelanjutan; 

 b.  bahwa dalam rangka mencapai Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan/Sustainable Development Goals di 
Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang memuat target, 

arah kebijakan dan strategi pencapaian dengan 
melibatkan semua pemangku kepentingan, 

universalitas, terintegrasi, dan saling terkait pada 
semua dimensi sosial, ekonomi, lingkungan, serta 

hukum dan tata kelola; 

 c.  bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf a angka 2 
Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2022 tentang 

Pelaksanaan Pencapaian tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan, Bupati berwenang menetapkan Rencana 

Aksi Daerah tujuan Perkembangan Berkelanjutan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

 d.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi 
Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 

2024-2026; 

 

Mengingat      : 1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

 2.  Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 

Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 
tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II 

di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah 

Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan 
mengubah Undang-Undang  Nomor 27 Tahun 1959 
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tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 

Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan 
Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756); 

 3.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah 
diubah bebarapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan 
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6736); 

 4.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

 5.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 

2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4700); 

 6.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6856); 

 7.  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6856); 

 8.  Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 

 9.  Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang 

Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 180); 
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 10.  Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 5 

Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Kalimantan 

Selatan Tahun 2022-2026 (Lembaran Berita Daerah 

Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 Nomor 5); 

 11.  Peraturan  Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 15 Tahun 

2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah 
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024-2026 

(Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 

2023 Nomor 15); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan   : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH 
TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN TAHUN 2024-

2026. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:  

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom.  

3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan. 
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 

5. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan 
pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Hulu 
Sungai Selatan. 

6. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable 
Development Goals yang selanjutnya disebut TPB adalah 

agenda pembangunan global untuk mengakhiri 
kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan 

melindungi planet, melalui pencapaian 17 (tujuh belas) 
tujuan sampai Tahun 2030. 

7. Rencana Aksi Daerah TPB yang selanjutnya disingkat RAD 
TPB adalah dokumen yang memuat program dan kegiatan 
rencana kerja TPB sesuai dengan rencana pembangunan 

jangka menengah daerah periode yang sedang berjalan 
serta mengacu pada sasaran TPB Nasional.  

8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang 
selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan 

Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat 
visi, misi, dan arah Pembangunan Daerah dan mengacu 
pada RPJP Nasional. 

9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang 
selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan 

daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan 
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penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan 

penyusunannya berpedoman pada RPJPD dengan 
memperhatikan RPJM Nasional. 

10. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat 
Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh 
masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan 

aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, 
dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan 

demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia yang berdasarkan Pancasila. 

11. Akademisi adalah pendidik profesional dan ilmuwan 
dengan tugas utama mentransformasikan, 
mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu 

pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, 
penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 

12. Filantropi adalah pihak yang berbagi dukungan dan 
sumber daya secara sukarela kepada sesama dan 

bertujuan untuk mengatasi masalah sosial kemanusiaan 
serta memajukan kepentingan umum dan berkelanjutan.  

13. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau 

badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun 
bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan 

atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara 
Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama 

melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha 
dalam berbagai bidang ekonomi.  

14. Pemangku Kepentingan adalah organisasi 

kemasyarakatan, akademisi, filantropi, pelaku usaha, dan 
mitra pembangunan yang terkait dengan pelaksanaan 

pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. 
15. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan 

pelaksanaan RAD TPB, serta mengidentifikasi dan 
mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan 
timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. 

16. Evaluasi adalah penilaian yang sistematis dan objektif atas 
implementasi dan hasil dari pelaksanaan RAD TPB yang 

telah selesai. 

 

Pasal 2 

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu untuk 

menetapkan dokumen rencana kerja sebagai pedoman: 

a. pelaksanaan pencapaian TPB di Daerah; 
b. seluruh Pemangku Kepentingan dalam mencapai TPB 

mulai dari Perangkat Daerah, Ormas, Filantropi, Pelaku 
Usaha, Akademisi, dan pihak terkait lainnya; dan  

c. acuan bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan 

rencana Pembangunan Daerah. 

 

Pasal 3 

Tujuan dari RAD TPB meliputi 17 (tujuh belas) tujuan yang 

terbagi ke dalam 4 (empat) pilar utama, yaitu: 

a. pilar pembangunan sosial, meliputi: 

tujuan 1  : tanpa kemiskinan; 
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tujuan 2  : tanpa kelaparan; 

tujuan 3  : kehidupan sehat dan sejahtera; 
tujuan 4  : pendidikan berkualitas; dan 

tujuan 5  : kesetaraan gender pilar; 

b. pilar pembangunan ekonomi, meliputi: 
tujuan 7  : energi bersih dan terjangkau; 

tujuan 8  : pekerjaan layak dan pertumbuhan 
                         ekonomi; 

tujuan 9  : industri, inovasi, dan infrastruktur; 
tujuan 10 : berkurangnya kesenjangan; dan 

tujuan 17 : kemitraan untuk mencapai tujuan; 

c. pilar pembangunan lingkungan, meliputi: 
tujuan 6  : air bersih dan sanitasi layak; 

tujuan 11  : kota dan pemukiman yang  

  berkelanjutan; 

tujuan 12  : konsumsi dan produksi yang  
  bertanggung jawab; 

tujuan 13  : penanganan perubahan iklim; 
tujuan 14  : ekosistem lautan; dan 

tujuan 15  : ekosistem daratan; 

d. pilar pembangunan hukum dan tata kelola, meliputi: 
tujuan 16 : perdamaian, keadilan; dan 

tujuan 17 : kelembagaan yang tangguh. 

 

Pasal 4 

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: 

a. RAD TPB; 

b. Pemantauan dan Evaluasi; dan 

c. pelaporan. 

 

BAB II 

RAD TPB 

 

Pasal 5 

RAD TPB merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman 
dan arahan dalam upaya pencapaian target TPB dan 

pencapaian sasaran pembangunan Daerah dalam bentuk 

tujuan, target, sasaran, arah kebijakan, strategi, dan program. 

 

Pasal 6 

(1) Dokumen RAD TPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

5, terdiri atas: 

a. BAB I :    pendahuluan; 

b. BAB II :     keterkaitan RAD TPB dengan kebijakan  
 pembangunan; 

c. BAB III :     penyusunan matrik TPB; 
d. BAB IV :     Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan; 

e. BAB V :     penutup. 

(2) Dokumen RAD TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini. 
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Pasal 7 

RAD TPB digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah 

dalam pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi RAD TPB, dan 
penyusunan dokumen RPJPD dan RPJMD, serta acuan bagi 
Ormas, Akademisi, Filantropi, Pelaku Usaha, dan Pemangku 

Kepentingan lainnya dalam pelaksanaan, Pemantauan, dan 

Evaluasi RAD TPB. 

 

BAB III 

PEMANTAUAN DAN EVALUASI 

 

Pasal 8 

(1) Pemerintah Daerah melaui tim koordinasi dan tim 
sekretariat implementasi, Pemantauan, dan Evaluasi TPB 

melakukan asistensi, Pemantauan dan Evaluasi 
pelaksanaan RAD TPB. 

(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilaksanakan minimal setiap 6 (enam) bulan sekali 
atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. 

(3) Ketentuan mengenai pembentukan tim koordinasi dan tim 
sekretariat implementasi, Pemantauan, dan Evaluasi TPB 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati. 

 

BAB IV 

PELAPORAN 

 

Pasal 9 

(1) Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencapaian 
RAD TPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 

disampaikan secara tertulis kepada Bupati dan menjadi 
bahan laporan pelaksanaan pencapaian RAD TPB. 

(2) Laporan pelaksanaan pencapaian RAD TPB sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada gubernur 
dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila 

diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
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Salinan sesuai dengan aslinya

BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 10 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. 

 

 
Ditetapkan di Kandangan 
pada tanggal 4 September 2024                              

 
Pj. BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, 

 
ttd 

 
ENDRI 

 

 
Diundangkan di Kandangan 

pada tanggal 4 September 2024 
 

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN, 
 

ttd 
 

MUHAMMAD NOOR 
 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  

TAHUN 2024 NOMOR 35 
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LAMPIRAN 

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN 
NOMOR  35  TAHUN 2024 

TENTANG 
RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN 
BERKELANJUTAN TAHUN 2024–2026 

 

Kode1 Kode2 Sasaran / Indikator Program Sumber Data Satuan 
Angka 
Dasar 

Target Capaian Status SKPD 
Pelaksana 

2022 2023 2024 2025 2026 2022 2023 2024 2025 2026 2022 2023 2024 2025 2026 

MATRIK I : TARGET INDIKATOR SDGS - PILAR SOSIAL 

1.  TANPA KEMISKINAN (MENGAKHIRI KEMISKINAN DALAM SEGALA BENTUK DIMANAPUN) 

1.1   Pada tahun 2030, 
mengentaskan 
kemiskinan ekstrim bagi 
semua orang yang saat 
ini berpendapatan kurang 
dari 1.25 dolar amerika 
per hari. 

                                        

1.1 1.1.1* Tingkat kemiskinan 
ekstrim. 

1.06.02 PROGRAM 
PEMBERDAYAAN 
SOSIAL 

P3KE % 0,78 0,78 0,65 0 0 0 0,78 0,65    Tercapai Tercapai    DINAS 
SOSIAL 

1.1 1.1.1* Tingkat kemiskinan 
ekstrim. 

1.06.04 PROGRAM 
REHABILITASI 
SOSIAL 

P3KE % 0,78 0,78 0,65 0 0 0 0,78 0,65    Tercapai Tercapai    DINAS 
SOSIAL 

1.1 1.1.1* Tingkat kemiskinan 
ekstrim. 

1.06.05 PROGRAM 
PERLINDUNGAN 
DAN JAMINAN 
SOSIAL 

P3KE % 0,78 0,78 0,65 0 0 0 0,78 0,65    Tercapai Tercapai    DINAS 
SOSIAL 

1.1 1.1.1* Tingkat kemiskinan 
ekstrim. 

5.01.02 PROGRAM 
PERENCANAAN, 
PENGENDALIAN 
DAN EVALUASI 
PEMBANGUNAN 
DAERAH 

BAPPELITBANG
DA 

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100    Tercapai Tercapai    BADAN 
PERENCAN
AAN 
PEMBANG
UNAN 
PENELITIA
N DAN 
PENGEMB
ANGAN 

1.2   Pada tahun 2030, 
mengurangi setidaknya 
setengah proporsi laki-
laki, perempuan dan 
anak-anak dari semua 
usia, yang hidup dalam 
kemiskinan di semua 
dimensi, sesuai dengan 
definisi nasional. 

                      

1.2 1.2.1* Persentase penduduk 
yang hidup di bawah 

1.06.02 PROGRAM 
PEMBERDAYAAN 

BPS % 4,54 

 
4,54 4,01 3,96 3,74 3,58 4,54 4,01    Tercapai Tercapai    DINAS 

SOSIAL 
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Kode1 Kode2 Sasaran / Indikator Program Sumber Data Satuan 
Angka 
Dasar 

Target Capaian Status SKPD 
Pelaksana 

2022 2023 2024 2025 2026 2022 2023 2024 2025 2026 2022 2023 2024 2025 2026 
garis kemiskinan 
nasional, menurut jenis 
kelamin dan kelompok 
umur. 

SOSIAL  

  
 

1.2 1.2.1* Persentase penduduk 
yang hidup di bawah 
garis kemiskinan 
nasional, menurut jenis 
kelamin dan kelompok 
umur. 

1.06.04 PROGRAM 
REHABILITASI 
SOSIAL 

BPS % 4,54 4,54 4,01 3,96 3,74 3,58 4,54 4,01    Tercapai Tercapai    DINAS 
SOSIAL 

1.2 1.2.1* Persentase penduduk 
yang hidup di bawah 
garis kemiskinan 
nasional, menurut jenis 
kelamin dan kelompok 
umur. 

1.06.05 PROGRAM 
PERLINDUNGAN 
DAN JAMINAN 
SOSIAL 

BPS % 4,54 4,54 4,01 3,96 3,74 3,58 4,54 4,01    Tercapai Tercapai    DINAS 
SOSIAL 

1.3   Menerapkan secara 
nasional sistem dan 
upaya perlindungan 
sosial yang tepat bagi 
semua, termasuk 
kelompok yang paling 
miskin, dan pada tahun 
2030 mencapai cakupan 
substansial bagi 
kelompok miskin dan 
rentan. 

                      

1.3 1.3.1* Proporsi penduduk yang 
menerima program 
perlindungan sosial, 
menurut jenis kelamin, 
untuk kategori kelompok 
semua anak, 
pengangguran, lansia, 
penyandang difabilitas, 
ibu hamil/ melahirkan, 
korban kecelakaan kerja, 
kelompok miskin dan 
rentan. 

1.02.02 PROGRAM 
PEMENUHAN 
UPAYA KESEHATAN 
PERORANGAN DAN 
UPAYA KESEHATAN 
MASYARAKAT 

DINAS 
KESEHATAN 

% 100 100 100 100 100 100           DINAS 
KESEHATA
N 

1.3 1.3.1* Proporsi penduduk yang 
menerima program 
perlindungan sosial, 
menurut jenis kelamin, 
untuk kategori kelompok 
semua anak, 
pengangguran, lansia, 
penyandang difabilitas, 
ibu hamil/ melahirkan, 
korban kecelakaan kerja, 

1.02.02 PROGRAM 
PEMENUHAN 
UPAYA KESEHATAN 
PERORANGAN DAN 
UPAYA KESEHATAN 
MASYARAKAT 

DINAS 
KESEHATAN 

% 100 100 100 100 100 100           DINAS 
KESEHATA
N 
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Kode1 Kode2 Sasaran / Indikator Program Sumber Data Satuan 
Angka 
Dasar 

Target Capaian Status SKPD 
Pelaksana 

2022 2023 2024 2025 2026 2022 2023 2024 2025 2026 2022 2023 2024 2025 2026 
kelompok miskin dan 
rentan. 

 

2. TANPA KELAPARAN (MENGHILANGKAN KELAPARAN, MENCAPAI KETAHANAN PANGAN DAN GIZI YANG BAIK, SERTA MENINGKATKAN PERTANIAN BERKELANJUTAN) 

2.1   Pada tahun 2030, 
menghilangkan 
kelaparan dan menjamin 
akses bagi semua orang, 
khususnya orang miskin 
dan mereka yang berada 
dalam kondisi rentan, 
termasuk bayi, terhadap 
makanan yang aman, 
bergizi, dan cukup 
sepanjang tahun. 

                      

2.1 2.1.2* Prevalensi penduduk 
dengan kerawanan 
pangan sedang atau 
berat, berdasarkan pada 
Skala Pengalaman 
Kerawanan Pangan. 

2.09.04 PROGRAM 
PENANGANAN 
KERAWANAN PANGAN 

Dinas Ketahanan 
Pangan 

% 0 0 0 13,5 12 10           DINAS 
KETAHANA
N PANGAN 

2.2   Pada tahun 2030, 
menghilangkan segala 
bentuk kekurangan gizi, 
termasuk pada tahun 
2025 mencapai target 
yang disepakati secara 
internasional untuk anak 
pendek dan kurus di 
bawah usia 5 tahun, dan 
memenuhi kebutuhan gizi 
remaja perempuan, ibu 
hamil dan menyusui, 
serta manula. 

                      

2.2 2.2.1* Prevalensi stunting 
(pendek dan sangat 
pendek) pada anak di 
bawah lima tahun/balita. 

1.02.02 PROGRAM 
PEMENUHAN UPAYA 
KESEHATAN 
PERORANGAN DAN 
UPAYA KESEHATAN 
MASYARAKAT 

DINAS 
KESEHATAN 

% 20,3 16 14 14 13 12           DINAS 
KESEHATA
N 

2.2 2.2.2* Prevalensi wasting (berat 
badan/tinggi badan) anak 
pada usia kurang dari 5 
tahun, berdasarkan tipe. 

1.02.02 PROGRAM 
PEMENUHAN UPAYA 
KESEHATAN 
PERORANGAN DAN 
UPAYA KESEHATAN 
MASYARAKAT 

DINAS 
KESEHATAN 

% 6,9 7 7 7 6,5 6           DINAS 
KESEHATA
N 

2.2 2.2.3 Prevalensi anemia pada 1.02.02 PROGRAM DINAS % 13,95 39 36 33 30 28           DINAS 
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ibu hamil usia 15-49 
tahun. 

PEMENUHAN UPAYA 
KESEHATAN 
PERORANGAN DAN 
UPAYA KESEHATAN 
MASYARAKAT 

KESEHATAN KESEHATA
N 

2.2 2.2.2.(
a)G  

Kualitas konsumsi 
pangan yang 
diindikasikan oleh skor 
Pola Pangan Harapan 
(PPH). 

2.09.03 PROGRAM 
PENINGKATAN 
DIVERSIFIKASI DAN 
KETAHANAN PANGAN 
MASYARAKAT 

Dinas Ketahanan 
Pangan 

skor 90 0 90,8 91,3 91,8 92,3           DINAS 
KETAHANA
N PANGAN 

3. KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA (MENJAMIN KEHIDUPAN YANG SEHAT DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SELURUH PENDUDUK SEMUA USIA) 

3.1   Pada tahun 2030, 
mengurangi rasio angka 
kematian ibu hingga 
kurang dari 70 per 
100.000 kelahiran hidup. 

                      

3.1 3.1.1* Angka Kematian Ibu 
(AKI). 

1.02.02 PROGRAM 
PEMENUHAN UPAYA 
KESEHATAN 
PERORANGAN DAN 
UPAYA KESEHATAN 
MASYARAKAT 

BPS Per 
100.000 
kelahiran 

hidup 

88,2 125 110 109 108 107           DINAS 
KESEHATA
N 

3.1 3.1.2* Proporsi perempuan 
pernah kawin umur 15-49 
tahun yang proses 
melahirkan terakhirnya 
(a) ditolong oleh tenaga 
kesehatan terlatih; (b) di 
fasilitas kesehatan. 

1.02.02 PROGRAM 
PEMENUHAN UPAYA 
KESEHATAN 
PERORANGAN DAN 
UPAYA KESEHATAN 
MASYARAKAT 

BPS % 91,45 100 100 100 100 100           DINAS 
KESEHATA
N 

3.1 3.1.2* Proporsi perempuan 
pernah kawin umur 15-49 
tahun yang proses 
melahirkan terakhirnya 
(a) ditolong oleh tenaga 
kesehatan terlatih; (b) di 
fasilitas kesehatan. 

1.02.03 PROGRAM 
PENINGKATAN 
KAPASITAS SUMBER 
DAYA MANUSIA 
KESEHATAN 

DINAS 
KESEHATAN 

% 92,76 100 100 100 100 100           DINAS 
KESEHATA
N 

3.2   Pada tahun 2030, 
mengakhiri kematian bayi 
baru lahir dan balita yang 
dapat dicegah, dengan 
seluruh negara berusaha 
menurunkan Angka 
Kematian Neonatal 
setidaknya hingga 12 per 
1000 KH (Kelahiran 
Hidup) dan Angka 
Kematian Balita 25 per 
1000. 

                      

3.2 3.2.1* (a) Angka Kematian 
Balita (AKBa); (b) Angka 
Kematian Bayi (AKB) per 

1.02.02 PROGRAM 
PEMENUHAN UPAYA 
KESEHATAN 

BPS Per 1000 
Kelahiran 

Hidup 

16,7 14 16 12,9 12,8 12,7           DINAS 
KESEHATA
N 
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1.000 kelahiran hidup. PERORANGAN DAN 
UPAYA KESEHATAN 
MASYARAKAT 

3.2 3.2.1* (a) Angka Kematian 
Balita (AKBa); (b) Angka 
Kematian Bayi (AKB) per 
1.000 kelahiran hidup. 

1.02.02 PROGRAM 
PEMENUHAN UPAYA 
KESEHATAN 
PERORANGAN DAN 
UPAYA KESEHATAN 
MASYARAKAT 

DINAS 
KESEHATAN 

/ 1.000 
Kelahiran 

Hidup 

14,4 14 16 23,7 22,1 21,6           DINAS 
KESEHATA
N 

3.2 3.2.2* Angka Kematian 
Neonatal (AKN) per 1000 
kelahiran hidup. 

1.02.02 PROGRAM 
PEMENUHAN UPAYA 
KESEHATAN 
PERORANGAN DAN 
UPAYA KESEHATAN 
MASYARAKAT 

DINAS 
KESEHATAN 

/ 1.000 
Kelahiran 

Hidup 

13,2 14 16 10 9,8 9,6           DINAS 
KESEHATA
N 

3.3   Pada tahun 2030, 
mengakhiri epidemi 
AIDS, tuberkulosis, 
malaria, dan penyakit 
tropis yang terabaikan, 
dan memerangi hepatitis, 
penyakit bersumber air, 
serta penyakit menular 
lainnya. 

                      

3.3 3.3.1* Jumlah infeksi baru HIV 
per 1000 penduduk tidak 
terinfeksi. 

1.02.02 PROGRAM 
PEMENUHAN UPAYA 
KESEHATAN 
PERORANGAN DAN 
UPAYA KESEHATAN 
MASYARAKAT 

DINAS 
KESEHATAN 

Kasus 10 44 43 42 41 40           DINAS 
KESEHATA
N 

3.3 3.3.3* Kejadian Malaria per 
1000 orang. 

1.02.02 PROGRAM 
PEMENUHAN UPAYA 
KESEHATAN 
PERORANGAN DAN 
UPAYA KESEHATAN 
MASYARAKAT 

DINAS 
KESEHATAN 

per 1000 
orang 

0,37 0,8 0,7 0,5 0,46 0,42           DINAS 
KESEHATA
N 

3.3 3.3.5.(
a) 

Jumlah kabupaten/kota 
dengan eliminasi kusta. 

1.02.02 PROGRAM 
PEMENUHAN UPAYA 
KESEHATAN 
PERORANGAN DAN 
UPAYA KESEHATAN 
MASYARAKAT 

DINAS 
KESEHATAN 

Orang 0,33 0,29 0,29 0,29 0,24 0,2           DINAS 
KESEHATA
N 

3.3 3.3.2* Insidens Tuberkulosis 
(ITB) per 100.000 
penduduk. 

1.02.02 PROGRAM 
PEMENUHAN UPAYA 
KESEHATAN 
PERORANGAN DAN 
UPAYA KESEHATAN 
MASYARAKAT 

DINAS 
KESEHATAN 

Kasus 53,75 21,5 19,9 50 50 50           DINAS 
KESEHATA
N 

3.3 3.3.4* Insiden Hepatitis B per 
100.000 penduduk. 

1.02.02 PROGRAM 
PEMENUHAN UPAYA 
KESEHATAN 
PERORANGAN DAN 
UPAYA KESEHATAN 

DINAS 
KESEHATAN 

Per 
100.000 
Pendudu

k 

22,2 13,9 1,24 1,09 0,19 0,19           DINAS 
KESEHATA
N 
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MASYARAKAT 

3.3 3.3.5* Jumlah orang yang 
memerlukan intervensi 
terhadap penyakit tropis 
yang terabaikan (a) 
Filariasis dan (b) Kusta 

1.02.02 PROGRAM 
PEMENUHAN UPAYA 
KESEHATAN 
PERORANGAN DAN 
UPAYA KESEHATAN 
MASYARAKAT 

DINAS 
KESEHATAN 

Orang 8 7 7 7 6 5           DINAS 
KESEHATA
N 

3.4   Pada tahun 2030, 
mengurangi hingga 
sepertiga angka 
kematian dini akibat 
penyakit tidak menular, 
melalui pencegahan dan 
pengobatan, serta 
meningkatkan kesehatan 
mental dan 
kesejahteraan. 

                      

3.4 3.4.1.(
b) 

Prevalensi tekanan darah 
tinggi. 

1.02.02 PROGRAM 
PEMENUHAN UPAYA 
KESEHATAN 
PERORANGAN DAN 
UPAYA KESEHATAN 
MASYARAKAT 

DINAS 
KESEHATAN 

% 93 100 100 100 100 100           DINAS 
KESEHATA
N 

3.4 3.4.1.(
a) 

Persentase merokok 
penduduk usia 10-18 
tahun. 

1.02.02 PROGRAM 
PEMENUHAN UPAYA 
KESEHATAN 
PERORANGAN DAN 
UPAYA KESEHATAN 
MASYARAKAT 

DINAS 
KESEHATAN 

% 1,4 8,9 8,8 8,7 8,6 8,5           DINAS 
KESEHATA
N 

3.4 3.4.1.(
c) 

Prevalensi obesitas pada 
penduduk umur >=18 
tahun. 

1.02.02 PROGRAM 
PEMENUHAN UPAYA 
KESEHATAN 
PERORANGAN DAN 
UPAYA KESEHATAN 
MASYARAKAT 

DINAS 
KESEHATAN 

% 36,9 21,8 21,8 21,8 21,8 21,8           DINAS 
KESEHATA
N 

3.7   Pada tahun 2030, 
menjamin akses 
universal terhadap 
layanan kesehatan 
seksual dan reproduksi, 
termasuk keluarga 
berencana, informasi dan 
pendidikan, dan integrasi 
kesehatan reproduksi ke 
dalam strategi dan 
program nasional. 

                      

3.7 3.7.1* Proporsi perempuan usia 
reproduksi (15-49 tahun) 
atau pasangannya yang 
memiliki kebutuhan 
keluarga berencana dan 
menggunakan alat 
kontrasepsi metode 

2.14.03 PROGRAM 
PEMBINAAN 
KELUARGA 
BERENCANA (KB) 

DINAS 
PENGENDALIAN 

PENDUDUK, 
KELUARGA 

BERENCANA, 
PEMBERDAYAN 
PEREMPUAN, 

% 74,76 0 0 80,25 80,31 80,37           DINAS 
PEMBERDA
YAAN 
PEREMPUA
N, 
PERLINDU
NGAN 
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modern. DAN 
PERLINDUNGAN 

ANAK 

ANAK, 
PENGENDA
LIAN 
PENDUDUK 
DAN 
KELUARGA 
BERENCAN
A 

3.7 3.7.2.(
a) 

Total Fertility Rate (TFR). 2.14.03 PROGRAM 
PEMBINAAN 
KELUARGA 
BERENCANA (KB) 

DINAS 
PENGENDALIAN 

PENDUDUK, 
KELUARGA 

BERENCANA, 
PEMBERDAYAN 
PEREMPUAN, 

DAN 
PERLINDUNGAN 

ANAK 

% 2,26 0 0 2,13 2,1 2,07           DINAS 
PEMBERDA
YAAN 
PEREMPUA
N, 
PERLINDU
NGAN 
ANAK, 
PENGENDA
LIAN 
PENDUDUK 
DAN 
KELUARGA 
BERENCAN
A 

3.8   Mencapai cakupan 
kesehatan universal, 
termasuk perlindungan 
risiko keuangan, akses 
terhadap pelayanan 
kesehatan dasar yang 
baik, dan akses terhadap 
obat- obatan dan vaksin 
dasar yang aman, efektif, 
berkualitas, dan 
terjangkau bagi semua 
orang. 

                      

3.8 3.8.1.(
a) 

Unmet need pelayanan 
kesehatan. 

2.14.03 PROGRAM 
PEMBINAAN 
KELUARGA 
BERENCANA (KB) 

DINAS 
PENGENDALIAN 

PENDUDUK, 
KELUARGA 

BERENCANA, 
PEMBERDAYAN 
PEREMPUAN, 

DAN 
PERLINDUNGAN 

ANAK 

% 7,12 0 0 11,46 10,49 9,51           DINAS 
PEMBERDA
YAAN 
PEREMPUA
N, 
PERLINDU
NGAN 
ANAK, 
PENGENDA
LIAN 
PENDUDUK 
DAN 
KELUARGA 
BERENCAN
A 

3.8 3.8.2.(
a) 

Cakupan Jaminan 
Kesehatan Nasional 
(JKN). 

1.02.02 PROGRAM 
PEMENUHAN UPAYA 
KESEHATAN 

DINAS 
KESEHATAN 

% 100 100 100 100 100 100           DINAS 
KESEHATA
N 
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PERORANGAN DAN 
UPAYA KESEHATAN 
MASYARAKAT 

3.b   Mendukung penelitian 
dan pengembangan 
vaksin dan obat penyakit 
menular dan tidak 
menular yang terutama 
berpengaruh terhadap 
negara berkembang, 
menyediakan akses 
terhadap obat dan vaksin 
dasar yang terjangkau, 
sesuai the Doha 
Declaration tentang the 
TRIPS Agreement and 
Public Health, yang 
menegaskan hak negara 
berkembang untuk 
menggunakan secara 
penuh ketentuan dalam 
Kesepakatan atas Aspek-
Aspek Perdagangan dari 
Hak Kekayaan Intelektual 
terkait keleluasaan untuk 
melindungi kesehatan 
masyarakat, dan 
khususnya, menyediakan 
akses obat bagi semua. 

                      

3.b 3.b.1* Proporsi target populasi 
yang telah memperoleh 
vaksin program nasional. 

1.02.02 PROGRAM 
PEMENUHAN UPAYA 
KESEHATAN 
PERORANGAN DAN 
UPAYA KESEHATAN 
MASYARAKAT 

DINAS 
KESEHATAN 

% 94,6 93 93 93 94 95           DINAS 
KESEHATA
N 

3.b 3.b.1* Proporsi target populasi 
yang telah memperoleh 
vaksin program nasional. 

1.02.02 PROGRAM 
PEMENUHAN UPAYA 
KESEHATAN 
PERORANGAN DAN 
UPAYA KESEHATAN 
MASYARAKAT 

DINAS 
KESEHATAN 

% 96,8 95 95 96 97 98           DINAS 
KESEHATA
N 

3.b 3.b.1* Proporsi target populasi 
yang telah memperoleh 
vaksin program nasional. 

1.02.02 PROGRAM 
PEMENUHAN UPAYA 
KESEHATAN 
PERORANGAN DAN 
UPAYA KESEHATAN 
MASYARAKAT 

DINAS 
KESEHATAN 

% 1,5 60 80 81 82 83           DINAS 
KESEHATA
N 

3.b 3.b.1* Proporsi target populasi 
yang telah memperoleh 
vaksin program nasional. 

1.02.02 PROGRAM 
PEMENUHAN UPAYA 
KESEHATAN 
PERORANGAN DAN 
UPAYA KESEHATAN 
MASYARAKAT 

DINAS 
KESEHATAN 

% 96,6 95 95 95 95 95           DINAS 
KESEHATA
N 
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3.b 3.b.3* Proporsi fasilitas 
kesehatan dengan paket 
obat essensial yang 
tersedia dan terjangkau 
secara berkelanjutan. 

1.02.02 PROGRAM 
PEMENUHAN UPAYA 
KESEHATAN 
PERORANGAN DAN 
UPAYA KESEHATAN 
MASYARAKAT 

DINAS 
KESEHATAN 

% 80 80 80 80 80 80           DINAS 
KESEHATA
N 

3.c   Meningkatkan secara 
signifikan pembiayaan 
kesehatan dan 
rekrutmen, 
pengembangan, 
pelatihan, dan retensi 
tenaga kesehatan di 
negara berkembang, 
khususnya negara 
kurang berkembang, dan 
negara berkembang 
pulau kecil. 

                      

3.c 3.c.1* Kepadatan dan distribusi 
tenaga kesehatan. 

1.02.03 PROGRAM 
PENINGKATAN 
KAPASITAS SUMBER 
DAYA MANUSIA 
KESEHATAN 

DINAS 
KESEHATAN 

% 7,55 7,55 9 12 18 20           DINAS 
KESEHATA
N 

4.  PENDIDIKAN BERKUALITAS (MENJAMIN KUALITAS PENDIDIKAN YANG INKLUSIF DAN MERATA SERTA MENINGKATKAN KESEMPATAN BELAJAR SEPANJANG HAYAT UNTUK SEMUA) 

4.1   Pada tahun 2030, 
menjamin bahwa semua 
anak perempuan dan 
laki-laki menyelesaikan 
pendidikan dasar dan 
menengah tanpa 
dipungut biaya, setara, 
dan berkualitas, yang 
mengarah pada capaian 
pembelajaran yang 
relevan dan efektif. 

                      

4.1 4.1.1.(
a) 

Proporsi anak-anak dan 
remaja: (a) pada kelas 4, 
(b) tingkat akhir SD/kelas 
6, (c) tingkat akhir 
SMP/kelas 9 yang 
mencapai standar 
kemampuan minimum 
dalam: (i) membaca, (ii) 
matematika. 

1.01.02 PROGRAM 
PENGELOLAAN 
PENDIDIKAN 

DINAS 
PENDIDIKAN DAN 

KEBUDAYAAN 

% 1,96 48,89 55,8 58,45 63,24 65           DINAS 
PENDIDIKA
N DAN 
KEBUDAYA
AN 

4.1 4.1.1.(
a) 

Proporsi anak-anak dan 
remaja: (a) pada kelas 4, 
(b) tingkat akhir SD/kelas 
6, (c) tingkat akhir 
SMP/kelas 9 yang 
mencapai standar 
kemampuan minimum 
dalam: (i) membaca, (ii) 

1.01.02 PROGRAM 
PENGELOLAAN 
PENDIDIKAN 

DINAS 
PENDIDIKAN DAN 

KEBUDAYAAN 

% 1,68 37,97 43,31 44,97 48,47 50           DINAS 
PENDIDIKA
N DAN 
KEBUDAYA
AN 
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matematika. 

4.1 4.1.1.(
a) 

Proporsi anak-anak dan 
remaja: (a) pada kelas 4, 
(b) tingkat akhir SD/kelas 
6, (c) tingkat akhir 
SMP/kelas 9 yang 
mencapai standar 
kemampuan minimum 
dalam: (i) membaca, (ii) 
matematika. 

1.01.02 PROGRAM 
PENGELOLAAN 
PENDIDIKAN 

DINAS 
PENDIDIKAN DAN 

KEBUDAYAAN 

% 1,68 60,97 64,81 67,89 71,35 75           DINAS 
PENDIDIKA
N DAN 
KEBUDAYA
AN 

4.1 4.1.1.(
a) 

Proporsi anak-anak dan 
remaja: (a) pada kelas 4, 
(b) tingkat akhir SD/kelas 
6, (c) tingkat akhir 
SMP/kelas 9 yang 
mencapai standar 
kemampuan minimum 
dalam: (i) membaca, (ii) 
matematika. 

1.01.02 PROGRAM 
PENGELOLAAN 
PENDIDIKAN 

DINAS 
PENDIDIKAN DAN 

KEBUDAYAAN 

% 1,62 59,57 64,19 64,19 66,5 68           DINAS 
PENDIDIKA
N DAN 
KEBUDAYA
AN 

4.5   Pada tahun 2030, 
menghilangkan disparitas 
gender dalam 
pendidikan, dan 
menjamin akses yang 
sama untuk semua 
tingkat pendidikan dan 
pelatihan kejuruan, bagi 
masyarakat rentan 
termasuk penyandang 
cacat, masyarakat 
penduduk asli, dan anak-
anak dalam kondisi 
rentan. 

                      

4.5 4.5.1* (i) Rasio Angka 
Partisipasi Murni (APM) 
pada tingkat 
SD/sederajat, dan (ii) 
Rasio Angka Partisipasi 
Kasar (APK) pada tingkat 
SMP/sederajat, SMA/ 
SMK/sederajat, dan 
Perguruan Tinggi untuk 
(a) perempuan/lakilaki, 
(b) pedesaan/ perkotaan, 
(c) kuintil 
terbawah/teratas, (d) 
disabilitas/tanpa 
disabilitas. 

1.01.02 PROGRAM 
PENGELOLAAN 
PENDIDIKAN 

BPS % 101,56 100 100 100 100 100           DINAS 
PENDIDIKA
N DAN 
KEBUDAYA
AN 

4.5 4.5.1* (i) Rasio Angka 
Partisipasi Murni (APM) 
pada tingkat 
SD/sederajat, dan (ii) 
Rasio Angka Partisipasi 

1.01.02 PROGRAM 
PENGELOLAAN 
PENDIDIKAN 

BPS % 99,74 90 90 100 100 100           DINAS 
PENDIDIKA
N DAN 
KEBUDAYA
AN 
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Kasar (APK) pada tingkat 
SMP/sederajat, SMA/ 
SMK/sederajat, dan 
Perguruan Tinggi untuk 
(a) perempuan/lakilaki, 
(b) pedesaan/ perkotaan, 
(c) kuintil 
terbawah/teratas, (d) 
disabilitas/tanpa 
disabilitas. 

4.5 4.5.1* (i) Rasio Angka 
Partisipasi Murni (APM) 
pada tingkat 
SD/sederajat, dan (ii) 
Rasio Angka Partisipasi 
Kasar (APK) pada tingkat 
SMP/sederajat, SMA/ 
SMK/sederajat, dan 
Perguruan Tinggi untuk 
(a) perempuan/lakilaki, 
(b) pedesaan/ perkotaan, 
(c) kuintil 
terbawah/teratas, (d) 
disabilitas/tanpa 
disabilitas. 

1.01.02 PROGRAM 
PENGELOLAAN 
PENDIDIKAN 

BPS % 109,04 100 100 100 100 100           DINAS 
PENDIDIKA
N DAN 
KEBUDAYA
AN 

4.5 4.5.1* (i) Rasio Angka 
Partisipasi Murni (APM) 
pada tingkat 
SD/sederajat, dan (ii) 
Rasio Angka Partisipasi 
Kasar (APK) pada tingkat 
SMP/sederajat, SMA/ 
SMK/sederajat, dan 
Perguruan Tinggi untuk 
(a) perempuan/lakilaki, 
(b) pedesaan/ perkotaan, 
(c) kuintil 
terbawah/teratas, (d) 
disabilitas/tanpa 
disabilitas. 

1.01.02 PROGRAM 
PENGELOLAAN 
PENDIDIKAN 

BPS % 74,67 90 90 100 100 100           DINAS 
PENDIDIKA
N DAN 
KEBUDAYA
AN 

4.6   Pada tahun 2030, 
menjamin bahwa semua 
remaja dan proporsi 
kelompok dewasa 
tertentu, baik laki-laki 
maupun perempuan, 
memiliki kemampuan 
literasi dan numerasi. 

                      

4.6 4.6.1.(
a) 

Persentase angka melek 
aksara penduduk umur 
>=15 tahun. 

1.01.02 PROGRAM 
PENGELOLAAN 
PENDIDIKAN 

BPS % 98,43 95 95 98 99 100           DINAS 
PENDIDIKA
N DAN 
KEBUDAYA
AN 
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4.c   Pada tahun 2030, secara 
signifikan meningkatkan 
pasokan guru yang 
berkualitas, termasuk 
melalui kerjasama 
internasional dalam 
pelatihan guru di negara 
berkembang, terutama 
negara kurang 
berkembang, dan negara 
berkembang kepulauan 
kecil. 

                      

4.c 4.c.1* Persentase guru yang 
memenuhi kualifikasi 
sesuai dengan standar 
nasional menurut jenjang 
pendidikan 

1.01.02 PROGRAM 
PENGELOLAAN 
PENDIDIKAN 

DINAS 
PENDIDIKAN DAN 

KEBUDAYAAN 

% 72,68 65,45 73,78 80,88 81,88 82,88           DINAS 
PENDIDIKA
N DAN 
KEBUDAYA
AN 

5.  KESETARAAN GENDER (MENCAPAI KESETARAAN GENDER DAN MEMBERDAYAKAN KAUM PEREMPUAN) 

5.5   Menjamin partisipasi 
penuh dan efektif, dan 
kesempatan yang sama 
bagi perempuan untuk 
memimpin di semua 
tingkat pengambilan 
keputusan dalam 
kehidupan politik, 
ekonomi, dan 
masyarakat. 

                                        

5.5 5.5.2* Proporsi perempuan 
yang berada di posisi 
managerial. 

5.03.02 PROGRAM 
KEPEGAWAIAN 
DAERAH 

BPS % 21,21 21,21 21,21 21,21 24,24 27,27 21,21 21,21       Tercapai Tercapai       BADAN 
KEPEGAW
AIAN 
DAERAH 
DAN 
PENGEMB
ANGAN 
SUMBER 
DAYA 
MANUSIA 

5.5 5.5.1* Proporsi kursi yang 
diduduki perempuan di 
(a) parlemen tingkat 
pusat, (b) pemerintah 
daerah. 

4.02.02 PROGRAM 
DUKUNGAN 
PELAKSANAAN 
TUGAS DAN FUNGSI 
DPRD 

Set DPRD Kab 
Hulu Sungai 

Selatan 

% 6,67 6,67 6,67 10 10 10 6,67 6,67       Tercapai Tercapai       SEKRETAR
IAT DPRD 

5.6   Menjamin akses 
universal terhadap 
kesehatan seksual dan 
reproduksi, dan hak 
reproduksi seperti yang 
telah disepakati sesuai 
dengan Programme of 
Action of the International 
Conference on 
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Population 
andDevelopment and the 
Beijing Platform serta 
dokumen-dokumen hasil 
reviu dari konferensi-
konferensi tersebut. 

5.6 5.6.1* Proporsi perempuan usia 
reproduksi 15-49 tahun 
yang membuat 
keputusan sendiri terkait 
hubungan seksual, 
penggunaan kontrasepsi, 
dan layanan kesehatan. 

2.14.03 PROGRAM 
PEMBINAAN 
KELUARGA 
BERENCANA (KB) 

DINAS 
PENGENDALIAN 

PENDUDUK, 
KELUARGA 

BERENCANA, 
PEMBERDAYAN 
PEREMPUAN, 

DAN 
PERLINDUNGAN 

ANAK 

Orang 35412 35412 35698 36226 36512 36798                     DINAS 
PEMBERDA
YAAN 
PEREMPUA
N, 
PERLINDU
NGAN 
ANAK, 
PENGENDA
LIAN 
PENDUDUK 
DAN 
KELUARGA 
BERENCAN
A 

5.b   Meningkatkan 
penggunaan teknologi 
yang memampukan, 
khususnya teknologi 
informasi dan komunikasi 
untuk meningkatkan 
pemberdayaan 
perempuan. 

                                        

5.b 5.b.1* Proporsi individu yang 
menguasai/memiliki 
telepon genggam. 

2.16.02 PROGRAM 
PENGELOLAAN 
INFORMASI DAN 
KOMUNIKASI PUBLIK 

BPS % 65,3 0 0 67,5 70 72,5                     DINAS 
KOMUNIKA
SI DAN 
INFORMATI
KA 

MATRIK I : TARGET INDIKATOR SDGS – PILAR EKONOMI 

7. ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU (MENJAMIN AKSES ENERGI YANG TERJANGKAU, ANDAL, BERKELANJUTAN DAN MODERN UNTUK SEMUA) 

7.1   Pada tahun 2030, 
menjamin akses 
universal layanan energi 
yang terjangkau, andal 
dan modern. 

                                        

7.1 7.1.1* Rasio elektrifikasi. 5.01.02 PROGRAM 
PERENCANAAN, 
PENGENDALIAN DAN 
EVALUASI 
PEMBANGUNAN 
DAERAH 

BAPPELITBANGD
A 

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100       Tercapai Tercapai       BADAN 
PERENCAN

AAN 
PEMBANG

UNAN 
PENELITIA

N DAN 
PENGEMB

ANGAN 
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7.1 7.1.2.(
b) 

Rasio penggunaan gas 
rumah tangga. 

5.01.02 PROGRAM 
PERENCANAAN, 
PENGENDALIAN DAN 
EVALUASI 
PEMBANGUNAN 
DAERAH 

BAPPELITBANGD
A 

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100       Tercapai Tercapai       BADAN 
PERENCAN

AAN 
PEMBANG

UNAN 
PENELITIA

N DAN 
PENGEMB

ANGAN 

8. PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI (MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, KESEMPATAN KERJA YANG PRODUKTIF DAN 
MENYELURUH, SERTA PEKERJAAN YANG LAYAK UNTUK SEMUA) 
8.1   Mempertahankan 

pertumbuhan ekonomi 
per kapita sesuai dengan 
kondisi nasional dan, 
khususnya, setidaknya 7 
persen pertumbuhan 
produk domestik bruto 
per tahun di negara 
kurang berkembang. 

                                        

8.1 8.1.1* Laju pertumbuhan PDB 
per kapita. 

5.01.02 PROGRAM 
PERENCANAAN, 
PENGENDALIAN DAN 
EVALUASI 
PEMBANGUNAN 
DAERAH 

BAPPELITBANGD
A 

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100       Tercapai Tercapai       BADAN 
PERENCAN
AAN 
PEMBANG
UNAN 
PENELITIA
N DAN 
PENGEMB
ANGAN 

8.5   Pada tahun 2030, 
memberikan pekerjaan 
penuh dan produktif yang 
layak bagi semua wanita 
dan pria, termasuk bagi 
orang-orang muda dan 
penyandang disabilitas, 
dan upah yang sama 
untuk pekerjaan yang 
sama nilainya. 

                                        

8.5 8.5.2* Tingkat pengangguran 
terbuka berdasarkan 
jenis kelamin dan 
kelompok umur. 

2.07.03 PROGRAM 
PELATIHAN KERJA 
DAN PRODUKTIVITAS 
TENAGA KERJA 

Badan Pusat 
Statistik 

persen 2,29                               DINAS 
TENAGA 
KERJA, 
KOPERASI, 
USAHA 
KECIL 
MENENGA
H DAN 
PERINDUS
TRIAN 

8.9   Pada tahun 2030, 
menyusun dan 
melaksanakan kebijakan 
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untuk mempromosikan 
pariwisata berkelanjutan 
yang menciptakan 
lapangan kerja dan 
mempromosikan budaya 
dan produk lokal. 

8.9 8.9.1.(
b) 

Jumlah kunjungan 
wisatawan nusantara. 

3.26.02 PROGRAM 
PENINGKATAN DAYA 
TARIK DESTINASI 
PARIWISATA 

Dinas Pemuda 
Olahraga dan 

Pariwisata 

Wisnus 295126 29512
6 

35937
6 

43635
6 

445090 45399
7 

29323
4 

42779
5 

      Membai
k/akan 

tercapai 

Tercapai       DINAS 
PEMUDA, 
OLAHRAGA 
DAN 
PARIWISAT
A 

8.9 8.9.1.(
a) 

Jumlah wisatawan 
mancanegara. 

3.26.02 PROGRAM 
PENINGKATAN DAYA 
TARIK DESTINASI 
PARIWISATA 

Dinas Pemuda 
Olahraga dan 

Pariwisata 

Wisman 613 613 650 657 663 663 613 650       Tercapai Tercapai       DINAS 
PEMUDA, 
OLAHRAGA 
DAN 
PARIWISAT
A 

9. INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR (MEMBANGUN INFRASTRUKTUR YANG TANGGUH, MENINGKATKAN INDUSTRI INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, SERTA MENDORONG 
INOVASI) 
9.1   Mengembangkan 

infrastruktur yang 
berkualitas, andal, 
berkelanjutan dan 
tangguh, termasuk 
infrastruktur regional dan 
lintas batas, untuk 
mendukung 
pembangunan ekonomi 
dan kesejahteraan 
manusia, dengan fokus 
pada akses yang 
terjangkau dan merata 
bagi semua. 

                                        

9.1 9.1.1.(
a) 

Kondisi mantap jalan 
nasional. 

1.03.10 PROGRAM 
PENYELENGGARAAN 
JALAN 

DINAS 
PEKERJAAN 

UMUM DAN TATA 
RUANG 

% 88,42 69,53 71,86 88,48 88,51 88,55                     DINAS 
PEKERJAA
N UMUM 
DAN TATA 
RUANG 

9.1 9.1.2.(
b) 

Jumlah pelabuhan 
penyeberangan. 

2.15.03 PROGRAM 
PENGELOLAAN 
PELAYARAN 

Dinas Perhubungan Lintas 
Penyeber

angan 

2 2 2 3 3 3 2         Tercapai         DINAS 
PERHUBUN
GAN 

9.2   Mempromosikan 
industrialisasi inklusif dan 
berkelanjutan, dan pada 
tahun 2030, secara 
signifikan meningkatkan 
proporsi industri dalam 
lapangan kerja dan 
produk domestik bruto, 
sejalan dengan kondisi 
nasional, dan 
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meningkatkan dua kali 
lipat proporsinya di 
negara kurang 
berkembang. 

9.2 9.2.1.(
a) 

Laju pertumbuhan PDB 
industri manufaktur. 

3.31.02 PROGRAM 
PERENCANAAN DAN 
PEMBANGUNAN 
INDUSTRI 

BPS % 5,25 0 0 5,5 5,75 5,9                     DINAS 
TENAGA 
KERJA, 
KOPERASI, 
USAHA 
KECIL 
MENENGA
H DAN 
PERINDUS
TRIAN 

10. BERKURANGNYA KESENJANGAN (MENGURANGI KESENJANGAN INTRA- DAN ANTARNEGARA) 

10.1   Pada tahun 2030, secara 
progresif mencapai dan 
mempertahankan 
pertumbuhan 
pendapatan penduduk 
yang berada di bawah 
40% dari populasi pada 
tingkat yang lebih tinggi 
dari rata-rata nasional. 

                                        

10.1 10.1.1
* 

Rasio Gini. 1.06.05 PROGRAM 
PERLINDUNGAN DAN 
JAMINAN SOSIAL 

BPS Indeks 0,26 0 0 257 255 253                     DINAS 
SOSIAL 

10.1 10.1.1
.(a) 

Persentase penduduk 
yang hidup di bawah 
garis kemiskinan 
nasional, menurut jenis 
kelamin dan kelompok 
umur. 

1.06.02 PROGRAM 
PEMBERDAYAAN 
SOSIAL 

BPS % 4,54 0 0 3,9 3,7 3,5                     DINAS 
SOSIAL 

10.1 10.1.1
.(a) 

Persentase penduduk 
yang hidup di bawah 
garis kemiskinan 
nasional, menurut jenis 
kelamin dan kelompok 
umur. 

1.06.04 PROGRAM 
REHABILITASI SOSIAL 

BPS % 4,54 0 0 3,9 3,7 3,5                     DINAS 
SOSIAL 

10.1 10.1.1
.(a) 

Persentase penduduk 
yang hidup di bawah 
garis kemiskinan 
nasional, menurut jenis 
kelamin dan kelompok 
umur. 

1.06.05 PROGRAM 
PERLINDUNGAN DAN 
JAMINAN SOSIAL 

BPS % 4,54 0 0 3,9 3,7 3,5                     DINAS 
SOSIAL 

10.1 10.1.1
.(c) 

Jumlah Desa Mandiri. 2.13.02 PROGRAM 
PENATAAN DESA 

DINAS 
PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT 
DAN DESA 

Desa 3 6 13 18 23 31                     DINAS 
PEMBERDA
YAAN 
MASYARAK
AT DAN 
DESA 
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10.1 10.1.1
.(c) 

Jumlah Desa Mandiri. 2.13.03 PROGRAM 
PENINGKATAN KERJA 
SAMA DESA 

DINAS 
PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT 
DAN DESA 

Desa 3 6 13 18 23 31                     DINAS 
PEMBERDA
YAAN 
MASYARAK
AT DAN 
DESA 

10.1 10.1.1
.(c) 

Jumlah Desa Mandiri. 2.13.04 PROGRAM 
ADMINISTRASI 
PEMERINTAHAN DESA 

DINAS 
PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT 
DAN DESA 

Desa 3 6 13 18 23 31                     DINAS 
PEMBERDA
YAAN 
MASYARAK
AT DAN 
DESA 

10.1 10.1.1
.(c) 

Jumlah Desa Mandiri. 2.13.05 PROGRAM 
PEMBERDAYAAN 
LEMBAGA 
KEMASYARAKATAN, 
LEMBAGA ADAT DAN 
MASYARAKAT HUKUM 
ADAT 

DINAS 
PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT 
DAN DESA 

Desa 3 6 13 18 23 31                     DINAS 
PEMBERDA
YAAN 
MASYARAK
AT DAN 
DESA 

10.1 10.1.1
* 

Rasio Gini. 5.01.02 PROGRAM 
PERENCANAAN, 
PENGENDALIAN DAN 
EVALUASI 
PEMBANGUNAN 
DAERAH 

BAPPELITBANGD
A 

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100       Tercapai Tercapai       BADAN 
PERENCAN
AAN 
PEMBANG
UNAN 
PENELITIA
N DAN 
PENGEMB
ANGAN 

10.3   Menjamin kesempatan 
yang sama dan 
mengurangi kesenjangan 
hasil, termasuk dengan 
menghapus hukum, 
kebijakan dan praktik 
yang diskriminatif, dan 
mempromosikan 
legislasi, kebijakan dan 
tindakan yang tepat 
terkait legislasi dan 
kebijakan tersebut. 

                                        

10.3 10.3.1
.(c) 

Jumlah penanganan 
pengaduan pelanggaran 
Hak Asasi Manusia 
(HAM) perempuan 
terutama kekerasan 
terhadap perempuan. 

2.08.03 PROGRAM 
PERLINDUNGAN 
PEREMPUAN 

DINAS 
PENGENDALIAN 

PENDUDUK, 
KELUARGA 

BERENCANA, 
PEMBERDAYAN 
PEREMPUAN, 

DAN 
PERLINDUNGAN 

ANAK 

% 100 0 0 100 100 100                     DINAS 
PEMBERDA
YAAN 
PEREMPUA
N, 
PERLINDU
NGAN 
ANAK, 
PENGENDA
LIAN 
PENDUDUK 
DAN 
KELUARGA 
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BERENCAN
A 

10.4   Mengadopsi kebijakan, 
terutama kebijakan fiskal, 
upah dan perlindungan 
sosial, serta secara 
progresif mencapai 
kesetaraan yang lebih 
besar. 

                                        

10.4 10.4.1
.(b) 

Proporsi peserta 
Program Jaminan Sosial 
Bidang Ketenagakerjaan. 

2.07.04 PROGRAM 
PENEMPATAN 
TENAGA KERJA 

DINAS TENAGA 
KERJA, 

KOPERASI, 
USAHA KECIL 

MENENGAH, DAN 
PERINDUSTRIAN 

% 7,41 0 0 0 0 0                     DINAS 
TENAGA 
KERJA, 
KOPERASI, 
USAHA 
KECIL 
MENENGA
H DAN 
PERINDUS
TRIAN 

17. KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN (MENGUATKAN SARANA PELAKSANAAN DAN MEREVITALISASI KEMITRAAN GLOBAL UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN) 

17.1   Memperkuat mobilisasi 
sumber daya domestik, 
termasuk melalui 
dukungan internasional 
kepada negara 
berkembang, untuk 
meningkatkan kapasitas 
lokal bagi pengumpulan 
pajak dan pendapatan 
lainnya. 

                                        

17.1 17.1.2
* 

Proporsi anggaran 
domestik yang didanai 
oleh pajak domestik. 

5.02.04 PROGRAM 
PENGELOLAAN 
PENDAPATAN 
DAERAH 

BADAN 
PENGELOLAAN 
KEUANGAN DAN 

PENDAPATAN 
DAERAH 

Indeks 21,9 19,12 19,5 21,74 21,81 22,69 21,9 20,9       Tercapai Tercapai       BADAN 
PENGELOL
AAN 
KEUANGAN 
DAN 
PENDAPAT
AN 
DAERAH 

17.19   Pada tahun 2030, 
mengandalkan inisiatif 
yang sudah ada, untuk 
mengembangkan 
pengukuran atas 
kemajuan pembangunan 
berkelanjutan yang 
melengkapi Produk 
Domestik Bruto, dan 
mendukung 
pengembangan 
kapasitas statistik di 
negara berkembang. 
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17.19 17.19.
2.(b) 

Tersedianya data 
registrasi terkait kelahiran 
dan kematian (Vital 
Statistics Register) 

2.12.03 PROGRAM 
PENCATATAN SIPIL 

DINAS 
KEPENDUDUKAN 

DAN 
PENCATATAN 

SIPIL 

Dokumen 1 0 0 1 1 1                     DINAS 
KEPENDUD
UKAN DAN 
PENCATAT
AN SIPIL 

17.8   Mengoperasionalisasikan 
secara penuh bank 
teknologi dan sains, 
mekanisme 
pembangunan kapasitas 
teknologi dan inovasi 
untuk negara kurang 
berkembang pada tahun 
2017 dan meningkatkan 
penggunaan teknologi 
yang memampukan, 
khususnya teknologi 
informasi dan 
komunikasi. 

                                        

17.8 17.8.1
* 

Persentase pengguna 
internet. 

2.16.02 PROGRAM 
PENGELOLAAN 
INFORMASI DAN 
KOMUNIKASI PUBLIK 

BPS % 65,3 0 0 67,5 70 72,5                     DINAS 
KOMUNIKA
SI DAN 
INFORMATI
KA 

MATRIK I : TARGET INDIKATOR SDGS - PILAR LINGKUNGAN HIDUP 

6. AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK (MENJAMIN KETERSEDIAAN SERTA PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN SANITASI YANG BERKELANJUTAN) 

6.1   Pada tahun 2030, 
mencapai akses 
universal dan merata 
terhadap air minum yang 
aman dan terjangkau 
bagi semua. 

                                        

6.1 6.1.1* Presentase rumah 
tangga yang 
menggunakan layanan 
air minum yang dikelola 
secara aman. 

1.03.03 PROGRAM 
PENGELOLAAN DAN 
PENGEMBANGAN 
SISTEM PENYEDIAAN 
AIR MINUM 

Dinas PUPR % 94,65 79,48 80,04 96,43 98,22 100                     DINAS 
PEKERJAA
N UMUM 
DAN TATA 
RUANG 

6.2   Pada tahun 2030, 
mencapai akses 
terhadap sanitasi dan 
kebersihan yang 
memadai dan merata 
bagi semua, dan 
menghentikan praktik 
buang air besar di tempat 
terbuka, memberikan 
perhatian khusus pada 
kebutuhan kaum 
perempuan, serta 
kelompok masyarakat 
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rentan. 

6.2 6.2.1* Persentase rumah 
tangga yang 
menggunakan layanan 
sanitasi yang dikelola 
secara aman, termasuk 
fasilitas cuci tangan 
dengan air dan sabun. 

1.03.05 PROGRAM 
PENGELOLAAN DAN 
PENGEMBANGAN 
SISTEM AIR LIMBAH 

Dinas PUTR % 85,44 84,4 85,9 90,29 95,15 100                     DINAS 
PEKERJAA
N UMUM 
DAN TATA 
RUANG 

6.3   Pada tahun 2030, 
meningkatkan kualitas air 
dengan mengurangi 
polusi, menghilangkan 
pembuangan, dan 
meminimalkan pelepasan 
material dan bahan kimia 
berbahaya, mengurangi 
setengah proporsi air 
limbah yang tidak diolah, 
dan secara signifikan 
meningkatkan daur 
ulang, serta penggunaan 
kembali barang daur 
ulang yang aman secara 
global. 

                                        

6.3 6.3.1.(
a) 

Persentase limbah cair 
industri cair yang diolah 
secara aman. 

2.11.03 PROGRAM 
PENGENDALIAN 
PENCEMARAN 
DAN/ATAU 
KERUSAKAN 
LINGKUNGAN HIDUP 

Dinas Perumahan 
Rakyat, Kawasan 
Permukiman dan 
Lingkungan Hidup 

% 47,37 60 65 70 75 80 47,37 52,63       Membai
k/akan 

tercapai 

Membaik
/akan 

tercapai 

      DINAS 
PERUMAH
AN 
KAWASAN 
PERMUKIM
AN DAN 
LINGKUNG
AN HIDUP 

6.3 6.3.2.(
a) 

Kualitas air permukaan 
sebagai air baku. 

2.11.03 PROGRAM 
PENGENDALIAN 
PENCEMARAN 
DAN/ATAU 
KERUSAKAN 
LINGKUNGAN HIDUP 

Dinas Perumahan 
Rakyat, Kawasan 
Permukiman dan 
Lingkungan Hidup 

Indeks 64,55 56,67 57,69 66,36 67,27 68,19 64,55 68,4       Tercapai Membaik
/akan 

tercapai 

      DINAS 
PERUMAH
AN 
KAWASAN 
PERMUKIM
AN DAN 
LINGKUNG
AN HIDUP 

6.3 6.3.2.(
b) 

Kualitas air tanah 
sebagai air baku. 

2.11.03 PROGRAM 
PENGENDALIAN 
PENCEMARAN 
DAN/ATAU 
KERUSAKAN 
LINGKUNGAN HIDUP 

Dinas Perumahan 
Rakyat, Kawasan 
Permukiman dan 
Lingkungan Hidup 

Indeks 64,55 56,67 57,69 66,36 67,27 68,19 64,55 68,4       Tercapai Membaik
/akan 

tercapai 

      DINAS 
PERUMAH
AN 
KAWASAN 
PERMUKIM
AN DAN 
LINGKUNG
AN HIDUP 

6.3 6.3.1.(
a) 

Persentase limbah cair 
industri cair yang diolah 
secara aman. 

2.11.03 PROGRAM 
PENGENDALIAN 
PENCEMARAN 
DAN/ATAU 
KERUSAKAN 

Dinas Perumahan 
Rakyat, Kawasan 
Permukiman dan 
Lingkungan Hidup 

% 47,37 60 65 70 75 80 47,37 52,63       Membai
k/akan 

tercapai 

Membaik
/akan 

tercapai 

      DINAS 
PERUMAH
AN 
KAWASAN 
PERMUKIM
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LINGKUNGAN HIDUP AN DAN 
LINGKUNG
AN HIDUP 

11. KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN (MENJADIKAN KOTA DAN PERMUKIMAN INKLUSIF, AMAN, TANGGUH DAN BERKELANJUTAN) 

11.1   Pada tahun 2030, 
menjamin akses bagi 
semua terhadap 
perumahan yang layak, 
aman, terjangkau, dan 
pelayanan dasar, serta 
menata kawasan kumuh. 

                                        

11.1 11.1.1
.(a) 

Persentase rumah 
tangga yang memiliki 
akses terhadap hunian 
yang layak dan 
terjangkau. 

1.04.02 PROGRAM 
PENGEMBANGAN 
PERUMAHAN 

Dinas Perumahan 
Rakyat, Kawasan 
Permukiman dan 
Lingkungan Hidup 

% 48,59 48,78 49,25 50,5 50,97 51,44 48,59 50,03       Membai
k/akan 

tercapai 

Tercapai       DINAS 
PERUMAH
AN 
KAWASAN 
PERMUKIM
AN DAN 
LINGKUNG
AN HIDUP 

11.1 11.1.1
.(a) 

Persentase rumah 
tangga yang memiliki 
akses terhadap hunian 
yang layak dan 
terjangkau. 

1.04.03 PROGRAM 
KAWASAN 
PERMUKIMAN 

Dinas Perumahan 
Rakyat, Kawasan 
Permukiman dan 
Lingkungan Hidup 

% 48,59 48,78 49,25 49,72 50,2 50,67 48,59 50,03       Membai
k/akan 

tercapai 

Tercapai       DINAS 
PERUMAH
AN 
KAWASAN 
PERMUKIM
AN DAN 
LINGKUNG
AN HIDUP 

11.5   Pada tahun 2030, secara 
signifikan mengurangi 
jumlah kematian dan 
jumlah orang terdampak, 
dan secara substansial 
mengurangi kerugian 
ekonomi relatif terhadap 
PDB global yang 
disebabkan oleh 
bencana, dengan fokus 
melindungi orang miskin 
dan orang-orang dalam 
situasi rentan. 

                                        

11.5 11.5.1
* 

Jumlah korban 
meninggal, hilang dan 
terkena dampak bencana 
per 100.000 orang. 

1.05.03 PROGRAM 
PENANGGULANGAN 
BENCANA 

BPBD Orang 1 0 0 0 0 0 1 4       Tercapai Tercapai       BADAN 
PENANGG
ULANAN 
BENCANA 
DAERAH 

11.6   Pada tahun 2030, 
mengurangi dampak 
lingkungan perkotaan per 
kapita yang merugikan, 
termasuk dengan 
memberi perhatian 
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khusus pada kualitas 
udara, termasuk 
penanganan sampah 
kota. 

11.6 11.6.1
.(a) 

Persentase rumah 
tangga di perkotaan yang 
terlayani pengelolaan 
sampahnya 

2.11.11 PROGRAM 
PENGELOLAAN 
PERSAMPAHAN 

Dinas Perumahan 
Rakyat, Kawasan 
Permukiman dan 
Lingkungan Hidup 

% 68,4 100 100 100 100 100 85,39 89,39       Membai
k/akan 

tercapai 

Membaik
/akan 

tercapai 

      DINAS 
PERUMAH
AN 
KAWASAN 
PERMUKIM
AN DAN 
LINGKUNG
AN HIDUP 

11.6 11.6.1
.(b) 

Persentase sampah 
nasional yang terkelola 

2.11.11 PROGRAM 
PENGELOLAAN 
PERSAMPAHAN 

Dinas Perumahan 
Rakyat, Kawasan 
Permukiman dan 
Lingkungan Hidup 

% 68,4 75 76 76 77 77 74,39 75,01       Membai
k/akan 

tercapai 

Membaik
/akan 

tercapai 

      DINAS 
PERUMAH
AN 
KAWASAN 
PERMUKIM
AN DAN 
LINGKUNG
AN HIDUP 

11.6 11.6.2
.(b) 

Indeks Kualitas Udara 2.11.03 PROGRAM 
PENGENDALIAN 
PENCEMARAN 
DAN/ATAU 
KERUSAKAN 
LINGKUNGAN HIDUP 

Dinas Perumahan 
Rakyat, Kawasan 
Permukiman dan 
Lingkungan Hidup 

Indeks 89,25 94 94 94 94 94 90,6 91,24       Membai
k/akan 

tercapai 

Membaik
/akan 

tercapai 

      DINAS 
PERUMAH
AN 
KAWASAN 
PERMUKIM
AN DAN 
LINGKUNG
AN HIDUP 

11.7   Pada tahun 2030, 
menyediakan ruang 
publik dan ruang terbuka 
hijau yang aman, inklusif 
dan mudah dijangkau 
terutama untuk 
perempuan dan anak, 
manula dan penyandang 
difabilitas. 

                                        

11.7 11.7.1
.(a) 

Proporsi ruang terbuka 
perkotaan untuk semua 

2.11.04 PROGRAM 
PENGELOLAAN 
KEANEKARAGAMAN 
HAYATI (KEHATI) 

Dinas Perumahan 
Rakyat, Kawasan 
Permukiman dan 
Lingkungan Hidup 

% 6,37 6,48 6,89 6,97 7,02 7,1 6,37         Membai
k/akan 

tercapai 

        DINAS 
PERUMAH
AN 
KAWASAN 
PERMUKIM
AN DAN 
LINGKUNG
AN HIDUP 

11.c   Memberikan dukungan 
kepada negara-negara 
kurang berkembang, 
melalui bantuan 
keuangan dan teknis, 
dalam membangun 
bangunan yang 
berkelanjutan dan 
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tangguh, dengan 
memfaatkan bahan lokal. 

11.c 11.c.1
.(a) 

Persentase Daerah yang 
memiliki Perda Bangunan 
Gedung yang 
Berkelanjutan, 
Berketahanan, dan 
menggunakan Material 
Lokal 

1.03.08 PROGRAM 
PENATAAN 
BANGUNAN GEDUNG 

Dinas PUTR Dokumen 1 0 0 0 1 0                     DINAS 
PEKERJAA
N UMUM 
DAN TATA 
RUANG 

12. KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB (MENJAMIN POLA PRODUKSI DAN KONSUMSI YANG BERKELANJUTAN) 

12.4   Pada tahun 2020 
mencapai pengelolaan 
bahan kimia dan semua 
jenis limbah yang ramah 
lingkungan, di sepanjang 
siklus hidupnya, sesuai 
kerangka kerja 
internasional yang 
disepakati dan secara 
signifikan mengurangi 
pencemaran bahan kimia 
dan limbah tersebut ke 
udara, air, dan tanah 
untuk meminimalkan 
dampak buruk terhadap 
kesehatan manusia dan 
lingkungan. 

                                        

12.4 12.4.2
* 

(a) Limbah B3 yang 
dihasilkan per kapita; dan 
(b) Proporsi limbah B3 
yang ditangani/diolah 
berdasarkan jenis 
penanganannya / 
pengelolaannya 

2.11.03 PROGRAM 
PENGENDALIAN 
PENCEMARAN 
DAN/ATAU 
KERUSAKAN 
LINGKUNGAN HIDUP 

Dinas Perumahan 
Rakyat, Kawasan 
Permukiman dan 
Lingkungan Hidup 

Mg/L 19 25 25 25 25 25 19 18,8       Membai
k/akan 

tercapai 

Membaik
/akan 

tercapai 

      DINAS 
PERUMAH
AN 
KAWASAN 
PERMUKIM
AN DAN 
LINGKUNG
AN HIDUP 

12.4 12.4.2
* 

(a) Limbah B3 yang 
dihasilkan per kapita; dan 
(b) Proporsi limbah B3 
yang ditangani/diolah 
berdasarkan jenis 
penanganannya / 
pengelolaannya 

2.11.03 PROGRAM 
PENGENDALIAN 
PENCEMARAN 
DAN/ATAU 
KERUSAKAN 
LINGKUNGAN HIDUP 

Dinas Perumahan 
Rakyat, Kawasan 
Permukiman dan 
Lingkungan Hidup 

Mg/L 24,7 50 50 50 50 50 31,2 31,1       Membai
k/akan 

tercapai 

Membaik
/akan 

tercapai 

      DINAS 
PERUMAH
AN 
KAWASAN 
PERMUKIM
AN DAN 
LINGKUNG
AN HIDUP 

12.5   Pada tahun 2030, secara 
substansial mengurangi 
produksi limbah melalui 
pencegahan, 
pengurangan, daur 
ulang, dan penggunaan 
kembali. 

                                        

12.5 12.5.1 Jumlah timbulan sampah 2.11.11 PROGRAM Dinas Perumahan Ton 27814,57 27894, 28863, 29210, 29560, 29915, 27814, 28863,       Membai Tercapai       DINAS 
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.(a) yang didaur ulang. PENGELOLAAN 
PERSAMPAHAN 

Rakyat, Kawasan 
Permukiman dan 
Lingkungan Hidup 

87 84 21 73 46 57 84 k/akan 
tercapai 

PERUMAH
AN 
KAWASAN 
PERMUKIM
AN DAN 
LINGKUNG
AN HIDUP 

13. PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM (MENGAMBIL TINDAKAN CEPAT UNTUK MENGATASI PERUBAHAN IKLIM DAN DAMPAKNYA) 

                       

                       

                       

14. EKOSISTEM LAUTAN (MELESTARIKAN DAN MEMANFAATKAN SECARA BERKELANJUTAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN SAMUDERA UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN) 

                       

                       

                       

15. EKOSISTEM DARATAN (MELINDUNGI, MERESTORASI DAN MENINGKATKAN PEMANFAATAN BERKELANJUTAN EKOSISTEM DARATAN, MENGELOLA HUTAN SECARA LESTARI, 
MENGHENTIKAN PENGGURUNAN, MEMULIHKAN DEGRADASI LAHAN, SERTA MENGHENTIKAN KEHILANGAN KEANEKARAGAMAN HAYATI) 
                       

                       

                       

MATRIK I : TARGET INDIKATOR SDGS - PILAR HUKUM 

16. PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH (MENGUATKAN MASYARAKAT YANG INKLUSIF DAN DAMAI UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN, 
MENYEDIAAN AKSES KEADILAN UNTUK SEMUA, DAN MEMBANGUN KELEMBAGAAN YANG EFEKTIF, AKUNTABEL, DAN INKLUSIF DI SEMUA TINGKATAN) 
16.7   Menjamin pengambilan 

keputusan yang 
responsif, inklusif, 
partisipatif dan 
representatif di setiap 
tingkatan. 
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16.7 16.7.1
.(b) 

Persentase keterwakilan 
perempuan sebagai 
pengambilan keputusan 
di lembaga eksekutif 
(Eselon I dan II). 

5.03.02 PROGRAM 
KEPEGAWAIAN 
DAERAH 

BPS % 21,21 21,21 21,21 21,21 24,24 27,27 21,21 21,21       Tercapai Tercapai       BADAN 
KEPEGAW
AIAN 
DAERAH 
DAN 
PENGEMB
ANGAN 
SUMBER 
DAYA 
MANUSIA 

 
 

Pj. BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, 
 

 ttd 
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